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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Organisasi sektor publik yang semakin pesat menuntut pemerintah agar 

melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. 

Pemberian otonomi dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab 

kepada Kabupaten/Kota membawa konsekuensi perubahan pada pola dan system 

pengawasan yang mendasar dengan diberinya keleluasaan kepada pemerintah 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. 

Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian 

hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi 

yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai 

dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam 

pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Yanuarisa, 2020). 

Untuk mengetahui tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program 

berhasil atau tidaknya diperlukan pengukuran kinerja sebagai alat ukur. 

Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan 

tingkat pencapaian tujuan dan membantu warga untuk mengevaluasi apakah 

tingkat pelayanan yang diberikan pemerintah setara dengan uang yang mereka 

keluarkan untuk pelayanan tersebut (Ihyaul, 2017). Pemerintah dikatakan 

mempunyai kinerja baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola 

pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya 

secara keseluruhan. Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan 

pengawasan, akuntabilitas, transparansi. Memantapkan mekanisme 

akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai 

aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep 

akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat 

mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan

berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah (Wiguna et al., 2015). 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2023), pengelolaan berasal 

dari kata kelola yang memiliki arti sebagai proses yang membantu merumuskan 

kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses melakukan kegiatan tertentu 

dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses yang memberikan 

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 

pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan serta sistematika 

sumber- sumber yang ada dalam organisasi. 

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan  

Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, adalah sebagai berikut: “Keuangan daerah adalah semua hak dan 

kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa 

uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut” Pengertian lain menurut Halim 

(Pusdiklatwas BPKP, 2007: 330) mengungkapkan “pengelolaan keuangan 

daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah” (Halim., 

2007). 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005, 

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD). Maka dari itu keuangan daerah merupakan objek yang sangat 

vital dalam kepentingan daerah. 

 Isu tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dewasa ini menjadi 

sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan belum dapat 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah 

daerah mempunyai kinerja keuangan yang baik dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. (Mahsun et 

al., 2017) mengatakan bahwa: “kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja 
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yang ditunjukkan dengan hasil kerja”. Pemerintah dapat dikatakan mempunyai 

kinerja keuangan yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelola 

pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya 

secara keseluruhan. 

Salah satu tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah 

kemampuan pemerintah daerah dalam perolehan pendapatan. Berdasarkan data 

yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 

Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Banyuasin 2020 – 2022 

menunjukkan adanya tren peningkatan. Seperti yang disajikan pada tabel 1.1 

tentang realisasi anggaran pendapatan Kabupaten Banyuasin di bawah ini. 

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin  

Untuk tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2020 

 

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Banyuasin (https://bpkad.banyuasinkab.go.id) 

 

Namun demikian, tren peningkatan penerimaan pendapatan tersebut belum 

mampu meningkatkan rasio kemandirian keuangan, sebagai salah satu indikator 

kinerja keuangan Kabupaten Banyuasin sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 1.2. 

 

 

 

https://bpkad.banyuasinkab.go.id/
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Tabel 1.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banyuasin 

 

Tahun 
Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat 

Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah 

 

Kategori 

2020 202,820,182,399 1,735,334,024,873 12% Sangat Rendah 

2021 228,458,786,719 1,755,077,427,428 13% Sangat Rendah 

2022 253,097,193,764 1,738,887,477,696 14% Sangat Rendah 

Sumber: BPKAD Pemerintah Kabupaten Banyuasin, 2022 (https://banyuasinkab.go.id) 

Berdasarkan tabel 1.2 tergambar bahwa masih rendahnya rasio 

kemandirian  keuangan daerah Kabupaten Banyuasin yang menunjukkan 

bmasih sangat dibutuhkan adanya strategi dan kesamaan langkah dari semua 

pihak untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat dijadikan strategi 

peningkatan kemandirian keuangan sebagai salah satu indikator kinerja 

keuangan daerah. 

Pemerintah daerah sebagaimana dijelaskan dalam Stewardship theory 

merupakan pengelola keuangan selaku steward dipandang sebagai suatu unsur 

yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai kepentingan publik. Steward 

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat dalam merencanakan dan 

melaksanakan apa yang diamanahkan kepadanya. Pengelola keuangan akan 

bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat 

dan instansi mereka. Pengelolaan keuangan daerah di masing - masing 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilakukan secara cermat guna dapat 

menyelesaikan kendala - kendala akuntansi dan dapat melakukan penyajian 

informasi keuangan secara memadai. (Mardiasmo, 2018) menegaskan: “bahwa 

sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan 

baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula” 

Dari paragraf di atas, berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki posisi 

strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang akuntabel. APBD 

sendiri juga tidak bisa terlepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri Dana 

Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah 

https://banyuasinkab.go.id/
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(Ramadhan et al., 2020). Di samping Belanja Daerah sehingga pengelolaan 

APBD menjadi suatu kerangka yang utuh yang terbungkus dalam akuntabilitas, 

transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik sehingga dapat meningkatkan 

kinerja keuangan pemerintah daerah. 

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki kaitan erat dengan 

akuntabilitas dan transparansi. Untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, 

diperlukan manajemen kinerja yang baik. Pemahaman mengenai konsep kinerja 

organisasi publik dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu melihat kinerja 

organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri, dan melihat kinerja   

organisasi publik dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa 

organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan 

produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, akuntabilitas, serta 

persamaan pelayanan (Mardiasmo, 2018). 

Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan 

penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan 

diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan 

berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam 

pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

pemerintah daerah. 

Stewardship theory memandang manajemen sebagai pihak yang dapat 

dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan  publik. 

pada umumnya maupun stakeholders pada khususnya. Manajer dalam hal ini 

pengelola keuangan akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan ketika 

kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha 

bekerjasama dari pada menentangnya. 

Perilaku steward dan pemilik di paragraf di atas  disebabkan karena 

steward merasa bahwa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan 

perilaku principal merupakan pertimbangan yang rasional serta steward akan 

melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Pemerintah sebagai pihak 

yang memiliki banyak informasi dan bertanggungjawab atas kepercayaan yang 

telah diberikan rakyat, memiliki kesadaran untuk terus mewujudkan 
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transparansi dan akuntabilitas. 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang 

direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pengawasan merupakan hal 

yang sangat penting dalam setiap pekerjaan, sebab dengan adanya pengawasan 

yang baik maka sesuatu pekerjaan dapat berjalan lancar dan dapat 

menghasilkan suatu hasil kerja yang optimal. Semakin lancar kerja dan disertai 

pengawasan yang baik maka pekerjaan itu akan berhasil dengan baik. Adanya 

pengawasan yang baik dapat mendorong pegawai lebih giat dalam bekerja dan 

menghasilkan kerja yang baik pula terlebih apabila menyelesaikan pekerjaannya 

dengan semangat yang baik. 

Di satu sisi akuntabilitas sangat diperlukan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Dalam melaksanakan 

akuntabilitas publik, pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan 

informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik (Ihyaul, 2017). 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) 

untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 

mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatanyang menjadi tanggung jawabnya 

kepada pemberi Amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut (Pusdiklatwas, 2007). 

Akuntabilitas publik adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang 

berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan 

pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada 

DPRD dan masyarakat. Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan 

informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai 

akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan 

politik.Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang 

kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas 

pihak pengendali tersebut. 

Berdasarkan paragraf di atas maka dibutuhkan juga pihak ketiga yang 

accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal 
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terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh 

sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan 

tertentu. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas 

pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada 

rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan 

sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. 

Selain akuntabilitas diperlukan juga transparansi dalam kinerja 

pemerintah. Selain itu tuntutan sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan 

transparansi dan informasi terhadap masyarakat dalam rangka memenuhi hak- 

hak publk dalam halnya pengelolaan anggaran. Transparansi dapat diartikan 

memberikan informasi yang terbuka, yang sesuai da jujur kepada publk sesuai 

dengan perundang-undangan. Menurut (I. Chandra et al., 2022). 

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan 

tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya 

transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang aktual dan 

faktual. Permasalahan yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah 

adalah buruknya kinerja pelayanan publik. Keluhan masyarakat beberapa tahun 

terakhir yang berkaitan dengan penyimpangan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang menduduki peringkat pertama masih keluhan mengenai kinerja 

pemerintah daerah. 

Dengan pengaruh-pengaruh yang bisa ditimbulkan oleh pengawasan, 

akuntabilitas dan transparansi juga diperlukan komitmen organisasi yang harus 

dilakukan. Komitmen organisasi adalah dorongan dari dalam individu untuk 

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan 

kepentingan sendiri (Turalaki et al., 2017). Komitmen organisasi diperlukan 

sebagai salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen 

yang tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. 

Seseorang yang bergabung dalam organisasi di sebuah perusahaan 

dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Sebagai definisi yang umum. 

(Rahmawati & Asmin, 2021) mengartikan komitmen organisasional sebagai 
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sikap yang menunjukkan “loyalitas” karyawan dan merupakan proses 

berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan 

perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya.  

Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dengan 

komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai 

derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, 

menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan 

menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya. Komitmen 

dari karyawan merupakan sesuatu yang penting. Karena dampaknya antara lain 

terhadap keterlambatan, ketidakhadiran, keinginan untuk pindah kerja, dan 

perputaran tenaga kerja. 

Manajer merupakan orang yang bertanggungjawab atas organisasi atau 

unit yang dipimpinnya. Tugas manajer dapat digambarkan dalam kaitannya 

dengan berbagai “peran” atau serangkaian perilaku yang terorganisir yang 

diidentifikasi dengan suatu posisi (Sopiah., 2018). Pengelolaan keuangan 

daerah adalah keseluruhan/kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan 

daerah. 

Berdasarkan UU 33 tahun 2004 pasal 66 ayat 1, keuangan daerah harus 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan 

keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Perubahan mendasar 

dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud dari adanya tuntutan 

publik terhadap akuntabilitas dan transparansi manajemen pemerintahan, salah 

satunya adalah terkait dengan manajemen keuangan negara maupun daerah. 

Perubahan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan daerah 

merupakan wujud dari adanya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan 

transparansi manajemen pemerintahan, salah satunya adalah terkait dengan 

manajemen keuangan negara maupun daerah. (Risdhayanti Nur Solikhah, 

2016), menegaskan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan 

adanya perubahan paradigma dan prinsip–prinsip manajemen keuangan daerah, 
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baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Hal 

ini menandakan perubahan paradigma penyusunan keuangan daerah merupakan 

suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut 

mengakibatkan manajemen keuangan daerah menjadi semakin kompleks. 

Korupsi dilakukan oleh oknum kepala desa di Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin. Dirinya ditahan karena diduga melakukan korupsi dana desa Tahun 

2019. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga 

Rp378.856.500. "Pengadaan penampungan air bersih yang harusnya sebanyak 

393 unit," katanya. "Namun hanya dibelikan tersangka hanya 220 unit, jadi 173 

unit di mark up tersangka," bebernya. Selain itu, terdapat kekurangan volume 

terhadap pembangunan box culvert dari anggaran dana desa tahun 2019. 

(Harian Banyuasin, Jumat 21 Juli 2023). 

Kemudian korupsi yang dilakukan oleh pejabat dinas pertanian dan 

holtikultura. Para tersangka diduga melakukan dugaan korupsi program Serasi 

di Banyuasin, dengan anggaran dari Kementerian Pertanian senilai Rp335 

miliar. Untuk dugaan modus korupsi diduga dilakukan ketiganya, yakni markup 

pengadaan pompa air. Kemudian, dugaan markup mobilisasi alat berat untuk 

pembukaan lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya, dugaan 

melakukan pungutan-pungutan terhadap kelompok tani. Serta dugaan membuat 

laporan pertanggungjawaban atau LPJ fiktif. (Harian Banyuasin, 13 Desember 

2022). 

Dari kasus – kasus di atas mengindikasikan bahwa dalam proses 

penggunanaan dana, tidak ada pertanggungjawaban dan transparansi yang jelas 

yang menyebabkan pengawasan keuangan pemerintah daerah semakin 

melemah. Penerapan transparansi di setiap perangkat daerah diduga belum 

maksimal. Hal ini disebabkan banyak akses internet yang tidak dapat digunakan 

oleh masyarakat, sehingga ketika masyarakat membutuhkan informasi tersebut 

masyarakat harus ke kantor terlebih dahulu. Meningkatkan kinerja pemerintah 

dengan baik dengan melakukannya keterbukaan informasi yang relevan 

maupun akurat. 
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Pemerintahan yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam 

penyelenggaraan pemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh 

masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi 

kinerja pemerintah. Langkah yang diambil untuk Open Government Indonesia 

(OGI) adalah dengan melanjutkan upaya untuk membangun pemerintahan yang 

lebih terbuka, partisipatif, dan inovatif sehingga dalam kinerja pemerintah 

diharapkan meningkat, (Yessy Mayasari, Bidang Sekretariat). 

Kurangnya pertanggungjawaban pemerintah dalam setiap anggaran dan 

realisasi yang dicapai dalam setiap kegiatan. Pemerintah selalu memberikan 

penjelasan di masyarakat yang tidak masuk akal atau sulit dicerna oleh 

masyarakat. Masyarakat kurang yakin atas pendapat yang diberikan oleh 

pemerintah setempat, sehingga membuat masyarakat tidak puas atas 

pertanggungjawaban yang diberikan pihak pemerintah atas kegiatan yang 

diselenggaran dengan anggaran dana yang tidak terhitung nilainya. (Yessy 

Mayasari, Bidang Sekretaria). 

Penelitian sejenis ini pernah dilakukan oleh (Ismi dkk, 2022) hasil 

penelitian ini adalah pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

pemerintah daerah. Pengawasan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah 

daerah. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap 

kinerja pemerintah daerah. Transparansi pengelolaan keuangan daerah 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 

Penelitian dari (Afifuddin M.A. et al., 2021) menunjukkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan dari pengawasan internal terhadap kualitas laporan 

keuangan di pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sama halnya dengan 

penelitian dari (Turalaki et al., 2017) yang menyebutkan bahwa Pengawasan 

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan semakin 

baik tingkat pengawasan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja 

pemerintah daerah. 
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Penelitian dari (Lestari, 2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, 

namun berbeda dari Penelitian (Amali & Suwandi, 2021) yang menunjukkan 

bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pelayanan di 

dinas pendapatan Kabupaten Minahasa Selatan. Penelitian dari (Putra & 

Indraswarawati, 2021) menunjukkan bahwa transparansi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian 

dari (Benawan et al., 2018) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah 

dan transparansi pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap di 

kabupaten Kebumen. 

Atas komitmen orginasasi terdapat beberapa hasil penelitian oleh (Imanni 

& Witjaksono, 2018) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern 

Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan 

komitmen organisasi sebagai variable moderasI. Penelitian ini tidak sejalan 

dengan (Andika, 2019) yang menyatakan bahwa Komitmen organisasi tidak 

dapat memoderasi kinerja pemerintah daerah. 

Sejak tahun 2006, yaitu sejak ditetapkannya Kepmendagri 13/2006 

tentang tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD yang mengacu pada PP 

58/2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan 

UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah, hingga sekarang pemerintah daerah di seluruh Indonesia 

telah dan sedang mengimplementasikan model struktur kekuasaan (otoritas) 

baru dan rancangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang juga 

baru. 

Sebab dengan peraturan dari paragraf di atas, pemerintah daerah 

diwajibkan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

berbasis kinerja yaitu APBD yang penyusunannya harus dengan model 

anggaran partisipatif. Dengan model APBD berbasis kinerja, struktur 
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kekuasaan (otoritas) penyusunan APBD tidak hanya bergantung pada Kepala 

Daerah (model terdahulu tersentralisasi), bahkan harus didasarkan pada 

kekuasaan (otoritas terdesentralisasi) yang lebih bawah, yaitu pimpinan Badan, 

Dinas, Kantor, dan unit-unit lainnya. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari jurnal yang ditulis oleh 

(Amali & Suwandi, 2021) yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas 

dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah 

Daerah studi kasus pada Kabupaten Kebumen. Perbedaan penelitian ini dengan 

jurnal yang dimiliki (Amali & Suwandi, 2021) yaitu dengan penambahan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. 

Komitmen organisasi komitmen organisasi memiliki peran penting dalam 

pengawasan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja. 

Komitmen organisasi terhadap pengawasan keuangan mencerminkan 

keseriusan perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan 

prosedur keuangan. Jika organisasi memiliki komitmen yang kuat terhadap 

pengawasan keuangan, mereka akan menerapkan mekanisme pengendalian 

internal yang efektif, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, dan 

memastikan bahwa semua transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan dengan 

benar. Dengan demikian, komitmen ini berkontribusi pada integritas dan 

keandalan informasi keuangan perusahaan. 

Komitmen organisasi terhadap akuntabilitas mengarah pada pemenuhan 

tanggung jawab dan kewajiban perusahaan terhadap berbagai pihak yang 

memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi, seperti pemegang saham, 

karyawan, pelanggan, dan masyarakat luas. Organisasi yang memiliki 

komitmen yang tinggi terhadap akuntabilitas akan menerapkan sistem 

pelaporan yang jelas dan transparan, menjaga standar etika yang tinggi, dan 

secara aktif berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan untuk 

memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dengan cara yang bertanggung 

jawab. 
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Komitmen organisasi terhadap transparansi kinerja melibatkan 

komunikasi yang jelas dan terbuka mengenai pencapaian tujuan, kebijakan, dan 

hasil kinerja organisasi. Organisasi yang berkomitmen untuk menjadi 

transparan akan memberikan laporan kinerja yang menyeluruh kepada 

pemangku kepentingan, termasuk informasi tentang kinerja keuangan, 

pencapaian strategis, risiko yang dihadapi, dan dampak sosial dan lingkungan. 

Transparansi ini membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan dan 

memungkinkan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja organisasi. 

Secara keseluruhan, komitmen organisasi terhadap pengawasan 

keuangan, akuntabilitas, dan transparansi berdampak pada integritas, keandalan, 

dan kepercayaan yang diberikan kepada organisasi oleh pemangku kepentingan. 

Hal ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat hubungan 

dengan pelanggan, serta membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan 

dan pertumbuhan jangka panjang. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, 

dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel 

Moderasi Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Banyuasin”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah  Kabupaten Banyuasin 

2. Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Banyuasin 

3. Bagaimanakah pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah  

daerah Kabupaten Banyuasin 

4. Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah peneliti, maka tujuan dalam penelitian  ini 

adalah : 

1. Untuk mengukur pengaruh pengawasan terhadap kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Banyuasin 

2. Untuk mengukur pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Banyuasin 

3. Untuk mengukur pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah 

daerah Kabupaten Banyuasin 

4. Untuk mengukur pengaruh komitme organisasi terhadap kinerja 

pemerintah daerah Kabupaten Banyuasin 

 

1.4  Manfaat penelitian 

 Berdasarkan Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian maka manfaat penelitian 

ini adalah:  

1. Manfaat bagi penulis Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan, 

akuntabilitas, dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. 

2. Manfaat bagi BPKAD Kabupaten Banyuasin Bagi kantor BPKAD 

Kabupaten Banyuasin diharapkan menjadi masukan dalam mendukung 

pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pengawasan, akuntabilitas, dan 

transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good government). 

3. Manfaat bagi almamater hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber 

referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang 

memiliki topik relatif sama. 

4. Manfaat bagi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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